
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah Negara yang begitu luas dengan ribuan pulaunya. Jarak 

antara pulau paling ujung di bagian barat Indonesia dengan tempat paling ujung di 

bagian timur Indonesia sangatlah jauh. Dengan demikian mobilitas masyarakat 

Indonesia perlu banyak alteratif, salah satunya alat transportasi udara.
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Transportasi udara mulai marak sejak dibuatnya regulasi yang membuka 

kemungkinan moda transportasi ini dimiliki swasta. Regulasi ini akibat 

diberlakukannnya aturan WTO (World Trade Organisation) yang mengharuskan 

Negara yang meratifikasi WTO untuk menghilangkan monopoli pengangkutan 

udara.
2
 

Maka munculah banyak maskapai penerbangan yangmemberikan jasa 

pengangkutan udara kepada masyarakat Indonesia, meskipun pada dasarnya bisnis 

ini merupakan bisnis yang padat modal. Di antara banyaknya maskapai 

penerbangan swasta, muncul beberapa nama yang kemudian terkenal seperti  Lion 

Air, Batavia Air, Wings Air, Adam Air, dll. Banyaknya maskapai penerbangan 

memberikan alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam memilih moda 

transportasi yang akan di pakai dalam mobilitasnya. 

Transportasi udara menjadi salah satu alat transportasi yang favorit dan 

mempunyai kelebihan dibanding moda transportasi yang lain. Jangkauan yang 

luas, cepat sampai tujuan yang artinya efesiensi waktu, dan harga yang tiket yang 

relatif murah sekarang. Namun disisi, dengan tarif yang murah tersebut 

menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan (maintenance) pesawat 

                                                             
1
 Ujung bagian barat Indonesia yaitu di Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ujung 

timur Indonesia yaitu Merauke. 
2
 Munculnya maskapai penerbangan yang sangat banyak di Indonesia berawal dari 

diratifikasinya World Trade Organization/General Aviation Training & Testing Service 

(WTO/GATTs) oleh Indonesia, dimana dengan diratifikasinya World Trade Organization/General 

Aviation Training & Testing Service (WTO/GATTs) tersebut  tidak dibenarkan lagi pemerintah 

Indonesia melakukan monopoli dibidang perusahaan jasa penerbangan, sehingga para pelaku 

usaha berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan angkutan udara.   
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sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang 

baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen.
3
 

Petaka yang menimpa konsumen Indonesia tidalah jarang terjadi. Selama 

beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan 

keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi baran dan jasa mencuat ke 

permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tak kunjung mendapat perhatian 

dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen. Padahal saat ini lebih dari 200 

juta penduduk Indonesia tidak akan mungkin dapat meninggalkan predikat 

“konsumen”.
4
 

Menurut Badan Perlindungan Konsumen (BKPN) tercatat sekitar beberapa 

maskapai penerbangan yang sering dikeluhkan konsumen. Beberapa maskapai 

tersebut adalah Air Asia, Lion Air, Sriwijaya Air, Mandala Air dan terakhir 

Batavia Air. Bentuk-bentuk pengaduan konsumen yang disampaikan antara lain, 

yakni penundaan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan, kehilangan barang 

dibagasi, tiket hangus, tempat duduk, menolak booking lewat telepon, serta 

pengaduan lainnya seperti barang dibagasi ditelantarkan, pembatalan tiket, sikap 

pramugara/pramugari, keamanan, dan kebersihan. 

Penerbangan nasional, termasuk pengaturan maskapai penerbangan diatur 

dengan Undang-undang no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang 

ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan atau maskapai penerbangan, 

hak dan kewajiban pemakai jasa penerbangan yaitu konsumen penerbangan. 

Maskpai penerbangan terkadang mengabaikan hak-hak penumpang terutama 

yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas), mereka diperlakukan secara tidak 

professional. Penumpang dengan kondisi disabilitas haruslah diperlakukan secara 

khusus tidak sama seperti konsumen normal karena secara fisik memiliki 

keterbatasan. Maskapai penerbangan sebagai operator, dapat melakukan perlakuan 

yang slah terhadap kelompok masyarakat ini, mungkin ada sebab-sebab tertentu 

                                                             
3
 E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap 

Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, Vol.25 (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2006) 

hal.5-6 
4
 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, ed. revisi, 

cet. 3, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009, hal 21   
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yaitu tidak mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk 

menangani, perusahaan tidak mempunyai standar penanganan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, atau dapat juga karena perusahaan maskapai 

penerbangan tidak mau peduli akan hal tersebut. 

Sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. 

Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan mengahadpi 

diskiriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya. Menurut 

Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2017 jumlah masyarakat di Indonesia 

mencapai 264 juta jiwa. Sejalan dengan penghitingan WHO sekitar 10% dari 

penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. 

Menurut data PUSDATIN dari kementierian sosial, jummlah penyandang 

disabilitas di Indonesia sekitar 11.580.117 orang, diantaranya 3.474.035 

(penyandang disabilitas penglihatan), 3.010.830 (penyandang disabilitas fisik), 

2.547.626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1.389.614 (penyandang 

disabilitas mental) dan 1.158.012 (penyandang disabilitas kronis). Kurang 

akuratnya data mengenai jumlah penyandang disabilitas telah menghambat 

serangkaian aksi dan tindakan yang seharusnya dapat dilakukan. Bahkan tidak 

terdapat data yang akurat dan mendalam mengenai penyandang disabilitas di 

Indonesia. 

Pelayanan yang kurang baik serta sulitnya akses bagi penyandang disabilitas 

menjadi masalah yang perlu dibenahi, seperti fasilitas-fasilitas umum yang tidak 

ramah bagi masyarakat disabilitas, sulitnya akses pekerjaan, serta sering di 

diskriminasi oleh masyarakat lainnya. Seperti contoh yang dialami penumpang 

Lion Air bernama Ridwan Sumantri yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari 

pengelola Bandar udara dan maskapai penerbangan pada umumnya. Ridwan pun 

membawa permasalahn ini ke pengadilan karena merasa menerima tindakan 

diskirimnatif. Padahal dalam Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen sudah dengan jelas menyebut kewajiban pelaku usaha 
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memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif.
5
 

Topik ini sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut hak-hak satu 

kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus untuk 

penyandang disabilitas tetapi tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen. Oleh 

karena itu dengan latar belakang yang telah dikemukakan, penulisis akan 

mengkaji putusan Mahkamah Agung no. 439 PK/PDT/2017 dengan judul 

“Perlindungan Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang 

Penyandang Disabilitas” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, 

karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasikan 

persoalan yang diteliti sehinngga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas dan 

terarah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang yang akan dibahas 

penulis adalah: 

1. Bagaimana kaidah pertimbangan pengadilan menyangkut unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum maskapai penerbangan Lion Air terhadap 

penumpang penyandang disabilitas? 

2. Bagaimana kaidah pertimbangan pengadilan menyangkut kerugian yang 

dialami penyandang disabilitas? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelayanan penyedia jasa maskapai 

penerbangan kepada penyandang disabilitas? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
5
 Indonesia (a), Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, LN 

tahun 1999 nomor 42, TML nomor 3821, pasal 7 butir c 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur permbuatan melawan 

hukum maskapai penerbangan Lion Air terhadap penumpang penyandang 

disabilitas. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kerugian yang dialami penumpang 

penyandang disabilitas pada putusan Mahkamah Agung nomor 439 

PK/Pdt/2017. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pandagan Islam terhadap pelayanan 

penyedia jasa maskapai penerbangan kepada penyandang disabilitas.  

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah 

informasi, menambah wacana berpikir dan kesadaran bersama dalam 

bidang keilmuan, khususnya terhadap tanggung jawab maskapai 

penerbangan terhadap pelayanan kepada penyandang disabilitas. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

perlindungan hukum oleh maskapai penerbangan terhadap penumpang 

disabilitas sehingga hak-hak dari penyandang disabiltas dapat 

terpenuhi. 

b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang 

berkaitan dengan pelayanan fasilitas terhadap penyandang disabilitas 

yang menggunaka maskapai penerbangan. 

c. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah 

sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang tanggung 

jawab maskapai penerbangan terhadap pelayanan kepada penyandang 

disabilitas. 

d. Secara praktis atau terapan penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk sedapat mungkin memberikan sebuah informasi kepada para 

penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan transportasi 

udara, dan bagi para maskapai penerbangan supaya bertindak sesuai 
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dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku dalam 

memperlakukan penyandang disabilitas.  

 

D. KERANGKA KONSEPTUAL 

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyrakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum
6
. 

2. Maskapai atau Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik 

Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk 

perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya 

mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut 

penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
7
    

3. Penerbangan adalah satu  kesatuan sistem yag terdiri atas pemanfaatan 

wilayan udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan 

keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum 

lainnya
8
. 

4. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan 

awak kendaraan.
9
 

5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan 

dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

Negara lain berdasarkan kesamaan hak
10

. 

 

 

 

                                                             
6
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Ctk ke-5 2000). Hal.53. 

7
 Indonesia (b), Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan, LN tahun 

2009 nomor 1, TLN noomr 4956, pasal 1 ayat (20). 
8
 Indonesia (b), Loc.cit. pasal 1 ayat (1). 

9
 Indonesia (c), Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan, LN tahun 2009 nomor 96, TLN nomor 5025 pasal 1 ayat 25 
10

 Indonesia (d), Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, LN 

tahun 2016 nomor 69, TLN nomor 5871 pasal 1 ayat (1).  
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E. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan usaha untuk menganalisa dan mengadakan secara 

kontruksi, secara metedologis, sistematis dan konsisten.
11

 Metedologis adalah 

suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti tata cara  tertentu, sedangkan 

siste matis artinya, dalam penelitian ada tahapan yang diikuti, sedangkan 

konsisten berarti penelitian secara taat asas.
12

 Metode penelitian yang 

digunakan penulis adalah:  

1. Jenis penelitian.   

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian normatif. Yaitu 

suatu prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif,
13

 dikarena penelitian ini 

hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini 

sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan 

data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dan juga dikaji dari 

berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, konsistensi, 

penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan 

mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah 

bahasa hukum.  

 

2. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Dapat 

diperoleh dari penelitian kepustakaan. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a.) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar; (b) Peraturan perundang-

undangan; (c) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (e) Yurisprudensi; 

                                                             
11

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), halm. 

3   
12

  Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta: Badan 

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2 
13

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal 13. 
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(f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini 

masih berlaku, dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas 

b.) Bahan Hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa 

buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, surat pembaca, 

bahan-bahan yang diperoleh dari internet dan jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

c.) Bahan Hukum Tersier 

a.) Data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang 

digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya 

seperti buku-buku ekonomi dan sosial. 

 

3. Metode pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis hendak 

menggunakan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu 

pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk 

memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi 

dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindunngan hukum oleh maskpai 

penerbangan terhadap penumang penyandang disabilitas.
14
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4. Penyajian dan/Analisis data 

Dalam penelitian ini data disajikan secara kualitatif. Prinsip pokok teknik 

analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang 

terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan 

mempunyai makna. 

 

F. SISETEMATIKA PENULISAN 

 BAB I, adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai  

isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian 

dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian,  dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

 BAB II,  tinjauan pustaka 

 BAB III, adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah. 

 BAB IV, adalah menjelaskan padangan islam terhadap pelayanan 

penyedia jasa maskapai penerbangan kepada penyandang disabilitas 

 BAB V, dalam bab terakhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan 

sebagaimana yang tertuang dalam bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama 

atas permasalahan topik yang di angkat berupa jawaban atas rumusan masalah 

yang disajikan pada bab pendahuluan dan pada bab ini penulis akan memberikan 

saran untuk perbaikan kedepannya dalam bidang ilmu hukum khususnya terhadap 

pelayanan maskapai penerbangan kepada penyandang disabilitas. 

 

 


